
I. Undung-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentans
Pernbentukan Daerah Tingka; U dan Korapraja di
Sumarera Sclatan [Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 1<)59 Nomor 73, Tarnbahan. Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor LR211:

a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklirn
investasi yang kondusif serta untuk rneningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan dan
non perijinan, maka perlu mclirnpahknn sebagian
kewenangan dirnaksud kepada Kepala Badan
PenanarnanModal dan Pelayanan Terpadu ~all;l Pintu;

b. bahwa pellmpahan sebagian kewenangan beberapa
perijinan dan non perijinan kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dilaksanakan dalam rangka penataan dan
pengernbangan mokanisme kontrol yang efektif dan
efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai
.kebutuhan dan harapan masyarakai;

c. bahwa bcbcrapa Peraruran Walikota yang mengarur
rentang pelimpahan sebagian kewenangan pcrijinan dan
non perijinan kepada Kopala Badan Penanaman Modal
dan Pclayarian Terpadu Sam Pinru, perlu diubah dan
disernpurnakan;

d. bahwa berdasarkan perurnbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a, huruf b dan huruf c,' perlu
menctapkan Peraturan Walikota Palernbang rentang
Pelirnpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan
dan Non Perijinan kepada Kepala Badan Penanaman
ModaJ dan Pelayanan 1'erpadu Saw Pinru;
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MEMUTUSKJ\N:

8. Peraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 10
Tahun 20'08 tentang Pembentukan, Suaunan Organisasi
dnn Tala Kcrja Lc.:mbagaTeknis Daerah KOl/\ Palcmbal1S
[Lernbaran Daerah KOln Palernbang Tahun 2008
Nomor 10) sebagairnana ielah diubah bcberapa kali
rerakbir dcngan Peraturan Daerah KOla Palernbang
Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kcernpar Atas
Peraruran Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pcmbenrukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah Kora Palernbang
(Lernbaran Daerah Kota Palembang Tahun 02015
Nomor9).

20 14 renrang
Salu Pintu

Tahun 2014

6. Peraruran Presiden Nomor 97 Tahun
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
(Lernbaran Negaro Republlk Indonesia
Nomor221);

T. Peraturan Daerah Kora Palembang Nornor 6 Tahun 2008
ten tang Wrusan Pemerintahan KOLa. Palembang
[Lernbaran Daerah Kotl'l Palcm~g Tahun 2008
Nomor6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenrang
penyelcnggaraan Negara yang bersih dan bcbas dan
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lernbnran Negaro
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. I.:Jndang-Undang Nornor 25 Tahun 2007 lemang
Penanarnan Modal [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomur 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor J 12, Tarnbahan Lernbaran Neaara
Republik Indonesia Nomor 5038); ~

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ~014 teruang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Aias Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014
ten tang Pcmerinruhan Daerah [Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tabun 2015 Nomor SA, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
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Perijirran dan non perljinan yang ililimpahkan sebagalmana
dirnaksud dalam Pasal 2" merupakan Pcrijlnan dan Non
Perijinan y~llg dilaksauakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah teknis, terdiri dan:

BAB III
JENIS PER1J1NAN DAN NON PJ£RIJINAN

Pasal3

BAB II
PELlMPI\HAN KEWENANGAN

Pasal '2
Walikota Melimpahk::m sebaginn kewenangan dibidang
Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kopala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-uridangan
yang berlaku.

BABI
KETENTUi\N UMUM

Pas a I I
Dalam Peraruran Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang;
2. Pcrnerintah Kota adalah Pcmerinrah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikora Palcmbang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang;
5. Sekretaris .Daerah adalah Sckn:taris Dacrah Kota

Palembang;
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang
pelayanan perijinan berdasarkan kewenangan yang
dimiliki olen Perncriruah Kota sesuai dengan kctcntuan
pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku;

7. Kepala Badan Penanarnan Modal dan Pelayanan
Terpadu Saru Pintu yang selanjutnya disebut Kepala
BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palernbang;

8. Sekretaris Bedan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebur Sckretaris
Badan pada Badan Pcnanarnan Modal dan Pclayanan
Terpadu Salu Pintu Kota Palernbang;

9. Pelayanan Terpadu Satu Pinru yang selanjutnya di
singkat P'l'SP adalah kegiatan pelaksanaan suaru
perijinan dan non pcrijinan ynng mcndapat
pendelegasian aiau pelimpahan wewencng.dari lcrnbaga
atau instansi yang memiliki kewenangan pcrijinan dan
non perijinan, yang proses pcngclolaannya dimulai dari
tahap perrnohonan sampai tahap terbitnya dokurnen
yang dilakukan dalarn saru ternpat;

10. Perijinan adalah segala benruk pcrseiujuan unruk
melakukan penanaman modal yang dike!uarkan olch
Pernerintah dan Pernerintah Daerah yang rnerniliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan pcraturan
perundang-undangan yang berlaku:

11. Non Perijinan adalah scga!a bcntuk kemudahan
pelayanan, Iasilitas fiskal dan informasi mengenai
penannman modal sesuai dengan kcteruuan peraturan
perundang-undangan yang ·bcrlaku;
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1. Keterangun Rencanu Kota;
2. Suror Pcrnyataan Pcngelolaan Lingkungan;
3. Kcierangan Hygienis dan snnitasi;
4. ljin Pemanfaatan Raws;
5. ljin Operasional Biro Jasa Reklomc;
6. ljin Penyelenggaraan Reklarne:
7. Ijin Mcndirikan Bangunan liMB);
8. Jjin Oangguan:
9. Tanda Darlar Usaha Pariwisata (TDUP);
10. Ijin Usaha lndustri (lUI):
I I. Tanda Dofrnr Pcrusehaan (TDP);
12. Ijin Usaha Perdagangun (51UP);
13. ljin Pemakaman dan Pcngabuan Jenazah;
1'1. Ijin Penyeleuggaraan Optikal;
15. Ijin Pcnyelenggaraan Apotlk;
16. ljin Penyelcuggaraan Toko Obat;
17. ljin Sarana Pelayanun Kesehaian Bidang Medik Dasar;
18. Ijin Apctcker:
19. Ijin Tenaga Teknis Kcfarmnsiau;
20. ljin Praktik Bidan;
21. Ijin Praktik Perawaian:
22. ljin Kerja Pcrawatan (.ligi;
23. Ijin Pemotongan Periknnan;
24. Ijin Pcrnotongan Hewun:
25. Ijin Pemanfaaum .Inlan KOla Urilitas;
26. !jln Pernbunngan Limboh Cair;
27. ljin Usahu .Jnsa Konstruksi (IUJK):
28. ljin Trayck;
2CJ. Ijin Penyelenggaraan Prakrek Dokier don Doktvr Oigi;
30. Ijin Pantl Pljnt Una 'l'radisional (PPUT) dan Panti Pijm

Urut Modern (PPUM):
31. Ijin Salon Kecanukan dan Pernnngkas Rarnbut;
32. Rekomcndusi untuk ljin Pembangunan Pelabuhan

Pengumpanan Lokul;
33. Rckcrnendnsi Ijin Pcrnbangunan Pclabuhan Sungni dan

Danau;
34. Rekorncndasi Ijin Pembangunan Pelubuhan;
35. Rekornendaslljlu Pengcperaaian Pclabuhan:
36. Rekornendusi Pengelolaan Terminal Khusus uruuk

Kepemingau sendiri;
37. Rckornendasi Ijin S",lvagc dan pcngCI:JMI'Ibawuh Air;
38. Rekomcndasi Ijln Pcnggunuun Perairan Pelabuhan;
39. I<ckomendasi Pernukuian Bodan Jalnll;
40. Ijin Penyimpanan Kendaraan/ Pool;
<I I. Ijin lneidentil;
42. tjin Diapensasi;
43. Ijin Pengendaraan dan Pcnjual Minuman Beralkohol

poon Terupat-Tcmput Gudong;
44. Tandu Daftar Oudnng;
45. Sural TandaDaftur \Varolaba;
46. Ijin Usaha Pusat Perbelonjann dan Ijin Usaha Toko

Modem;
47. Pendaftaran Pcnanarnan Modol;
48. Ijin Prinsip Penanaman Modal;
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BABV
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal6

(1) Selain kewenangan sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 5, Kepala BPMPTSP,berwenang ruengeluarkan
surat pcncabutnn perijinan.

Ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Perijinan
dan Non Perijiuan, rneliputi:
.a. pcnyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja

Perangkai Daerah terkait dalarn penyelenggaraan
Perijinan dan Non Perijinan diringkai Pemerintah KOla;

b. pcrnerosesan dan penandatanganandokurnen perijinan:
c. pcnyerahan dokumen perijinan kcpada pemohon;
d. penyederhanaan proscdur perijinan;
c. penyederhanaan pcrsyaraian, jumlah dan jcnis

penjman bersama unsur-unsur lain dilingkungan
pemerintah kota;

f. pcnyampaian laporan perkernbangan pelaksanaan
kegiatan kepada Walikota secara bcrkalaj periodik
(perbulan) danj'atau sewaktu-waktu jika diperlukan,

Pasal5

BAB IV
RUANG L1NCKUP

Pasal 4

(1) Selain jenis Pcrijinan dan Non Perijinan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 3, terdapat jenis perijinan
tertenru, yang terlebih dahulu harus rnendapat.
perserujuan dari Wallkota,

(2) Perijinan rertenru sebagairnana duuaksud pada
ayat (I), terdiri ciari:
a. perijinan untuk Pendirian Hotel Biruang 3 [tiga]

kearas;
b. perijinan uniuk Pendirian RumahSakit;
c. perijinan unruk Pendlrian Pusat Perbelanjaan Skala

Besar (MALL);
d. perijinan uniuk Penerbitan Ijin Usaha lndustri Skala

Menengah.dan
e. perijinan dan Rckornendasi untuk Pencrbitan ljin

Pernbangunan, Pengopcrasian Pelabuhan Sungai
dan Danau (Pclabuhan khusus Regional dalarn
Daerah).

49. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
50. Ijin Prinsip Perubahan Penanarnan Modal'
51. Ijin Usaha, ljin Usaha Perluasan, I !jin Usaha

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger);

52. Perpanjangan Ijin mcmpekerjakan T~naga Asing (LMTA)
bagi Tenaga Kerja Aslng yang lokasi kerjanya di
1 [satu] Kabuparerr/Kota.
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Dengan berlakunya Permuran watlkoto ini, muka:

1. Pcraturan Wallkola PalembangNomor 30 Tahun 2010
ieruang Pellmpahan Sebagian Kewenangan Dibidang
Perijinan dun Non Pcrijinan Kepada K<'pala Karner
Pelayunan Pcrijinun Terpadl1KOla Palcmbang:

2. Peraturan Walikota PalembnngNomor 61 'l'ahun 2011
len tang Pcrllbohon Mas Pt:raturan Walikora Palernbang
Nomor 30 Tnhun 2010 tentang Pdimpahnn Scbagiun
Kewenangan Dihlclang Perijinan dan Non Perijinan
Kepada Kcpala Kantor Pclayunan PcriJulan Terpadu
KOla PalemhAng;dan

3. Pcraruran Wnlikola PalembnngNomor 46 TAhun 2015
ientang Pcrubahcn kcdua Atns Peraturan Wolikota
Palcmbang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pclimpahun
Sebagian Kcwenangan Dibidang Perijinlln dan Non
Perijinnl1 Kcpada Kepala Kantor Pelayauan Perijinan
Terpadu KOla Palcmbang,

Dicabut dan dinyaiakan tidak bcrlaku.

Memerintahkan dan rncnugaskan kcpada Kopala
BPMPTSP untuk rnelaksanakan kcteruuan Peraturan
wutikota ini,

Pasal8

BAS V1
KETb:NTUANPENUTUP

DaJom hal Kepalo SPMPTSP berhalangan, pennnda
tanganan dokumen perijinan don non pertjinan diluar
ketentuan Pasal 'I ayat (2), dapat dilirnpahkan kepada
sekretnrle Sudan.

Pasal7

(2) Pencabutan penjman sebegairnana dirnaksud pada
ayar (1), diberlakukan apabila:
a. pelaksanaan perijinan yang telah dikcluarkan udak

scsual d:m/atau mcnyalahi ketcntunn yang tclah
ditciapkan;

b. telah dibcriknn teguran secara terrulis dari S'Ul.Ian
KerJa Perangkat Daerah Teknis sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut melalui sural tegurun pcrtuma, kedua
don kcugn masing-musing dilerbitkan dalum tonggang
wuktu 3x24Jam;

c. apablla pcrtngaran sebagairnana dlmsksud pada
hunt! b tidak diindahknn oleh pcrnegang ijin, maka
Kepala Bodan Penanarnan Modal don Pelayanan
Tcrpadu SalU Pintu mcugeluarkan Surat Peringatan
Terakhir dan apablla masih tldak diindahknn oleh
pemcgang ijin, Kepnla Badan mengcluarkan sural
pemtsualan dun/atau pencabutan perijinan,

6
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Oiundangkan di Palembang
pada tanggal ItW6V-"20151h:;S DAERAH KO'fA PAJ.EMBANG

U~RAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR S'S'

I-IARNOJOYO

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar aeuap orang mengetahuinya, mcmerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota mi, dengan
penempatannya dalam Berita Daerah KotaPalembang,

PasaJ 10


